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ABSTRAK : bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian. 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 

78/PL.02.4–Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 



1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2017 tentang 

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 828); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis 

Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 

tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa 

dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana 

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;  Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  

Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020. 

  



 Dalam Keputusan KPU Nomor 78/PL.02.4 Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tahun 2020   

diatur tentang:  

 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor 78/PL.02.4–Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran 

Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19).; 1. Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).; 2. 

Menetapkan Perubahan Formulir-Formulir Pelaksanaan Kampanye pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September  2020 

 - Lampiran 58 Halaman. 

    

    


